DAFTAR PRODUK HUKUM KEARSIPAN TAHUN 1971-2020

NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
1 UNDANG-UNDANG 7 KETENTUAN POKOK-POKOK KEARSIPAN 1971 TIDAK BERLAKU
2 UNDANG-UNDANG 8 DOKUMEN PERUSAHAAN 1997 BERLAKU
3 UNDANG-UNDANG 43 KEARSIPAN 2009 BERLAKU
4 PERATURAN PEMERINTAH 34 PENYUSUTAN ARSIP 1979 TIDAK BERLAKU

TATA CARA PENYERAHAN DAN PEMUSNAHAN
5 PERATURAN PEMERINTAH 87 DOKUMEN PERUSAHAAN 1999 BERLAKU
TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN
6 PERATURAN PEMERINTAH 88 KE DALAM MIKROFILM 1999 BERLAKU
PELAKSANAAN UU 43 TAHUN 2009 TENTANG
7
PERATURAN PEMERINTAH 28 KEARSIPAN 2012 BERLAKU
8 PERATURAN PEMERINTAH 42 TARIF PNBP ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2005 TIDAK BERLAKU
9 PERATURAN PEMERINTAH 63 TARIF PNBP ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2014 TIDAK BERLAKU
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
10 PERATURAN PEMERINTAH 53 BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP 2019 BERLAKU
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
1 PERATURAN PRESIDEN 105 PENGELOLAAN ARSIP STATIS 2004 BERLAKU
12 PERATURAN PRESIDEN 24 TUNJANGAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS 2005 BERLAKU
13 PERATURAN PRESIDEN 46 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS 2007 BERLAKU
14 PERATURAN PRESIDEN 42 BATAS USIA PENSIUN ARSIPARIS MADYA DAN 2012 BERLAKU
UTAMA
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
15 PERATURAN PRESIDEN 114 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2012 BERLAKU
16 PERATURAN MENTERI 3 JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA 2009 TIDAK BERLAKU
KREDITNYA
17 PERATURAN MENTERI 48 JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS 2014 BERLAKU
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PAN DAN
18 PERATURAN MENTERI 13 RB NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN 2016 BERLAKU
FUNGSIONAL ARSIPARIS
PROSEDUR DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
1
9 PERATURAN KEPALA ANRI 2 PEMBINAAN BAG! JABATAN ARSIPARIS 1992 TIDAK BERLAKU
20 PERATURAN KEPALA ANRI TU.00/002.A/199 | PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA DAN LOGO PADA 1997 TIDAK BERLAKU

7

SARANA TATA PERSURATAN DINAS ANRI




NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
o PERATURAN KEPALA ANR| | LT-10-1/22/36/19 | JADWAL RETENSI ARSIP ARSIP NASIONAL REPUBLIK | o0 TIDAK BERLAKU
99 INDONESIA
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ARSIP NASIONAL
22 PERATURAN KEPALA ANRI 01/36/1999 REPUBLIK INDONESIA 1999 TIDAK BERLAKU
- PERATURAN KEPALA ANRI 1 PEDOMAN PELAKSANAAN AKUISISI NASIONAL ARSIP 1999 BERLAKU
ORDE BARU
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
24 PERATURAN KEPALA ANRI 04/36/1999 LAPORAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL 1999 TIDAK BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA
JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN NEGERI
SIPIL DAN PEJABAT NEGARA, DENGAN KEPUTUSAN
25 PERATURAN KEPALA ANRI 02 BERSAMA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2000 TIDAK BERLAKU
INDONESIA DENGAN KEPALA BKN KEPEGAWAIAN
NEGARA
STANDAR MINIMAL GEDUNG DAN RUANG
26
PERATURAN KEPALA ANRI 03 PENYIMPANAN ARSIP INAKTIE 2000 BERLAKU
PEDOMAN PENGGUNAAN KERTAS UNTUK ARSIP
27 PERATURAN KEPALA ANRI 04 BERNILAIGUNA TINGG! 2000 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP PADA LEMBAGA-
28 PERATURAN KEPALA ANRI 09 LEMBAGA NEGARA DAN BADAN-BADAN 2000 TIDAK BERLAKU
PEMERINTAHAN
29 PERATURAN KEPALA ANRI 10 STANDAR FOLDER DAN GUIDE ARSIP 2000 BERLAKU
30 PERATURAN KEPALA ANRI 11 STANDAR BOKS ARSIP 2000 BERLAKU
31 PERATURAN KEPALA ANRI 12 STANDAR PENYIMPANAN FISIK ARSIP 2000 BERLAKU




NO

URLT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
32 PERATURAN KEPALA ANRI 03 ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL 2001 TIDAK BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
33 | PERATURAN KEPALA ANRI 04 LAPORAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL 2001 TIDAK BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN PENILAIAN ARSIP BAGI INSTANSI
34
PERATURAN KEPALA ANRI 07 PEMERINTAH, BADAN USAHA DAN SWASTA 2001 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PENYESUAIAN JABATAN BERDASARKAN
35 | PERATURAN KEPALA ANRI 06 KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR| 2002 TIDAK BERLAKU
NEGARA NOMOR : 09/KEP/M.PAN/2/2002
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
3 | PERATURAN KEPALA ANRI 07 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ARSIP NASIONAL 2002 TIDAK BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA
PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN
37 PERATURAN KEPALA ANRI 01 HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 2003 TIDAK BERLAKU
LINGKUNGAN ANRI
38 | PERATURAN KEPALA ANRI 02 PAKAIAN SERAGAM D'NAASR""AR'AN DI LINGKUNGAN 2003 TIDAK BERLAKU
PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
39 PERATURAN KEPALA ANRI 03 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2003 TIDAK BERLAKU
PROGRAM KERJA TAHUNAN ARSIP NASIONAL
40 | PERATURAN KEPALA ANRI KEP.01 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 2004 TIDAK BERLAKU
PENERAPAN SKN BERBASIS TI DAN KOMUNIKASI DI
a PERATURAN KEPALA ANRI KEP. OLA LINGKUNGAN ANRI 2004 BERLAKU
42 PERATURAN KEPALA ANRI KEP. 01.B PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2004 TIDAK BERLAKU
INDONESIA
PENYELENGGARAAN RAPAT ROURDINASI,
KONSULTASI, SINKRONISASI SERTA SOSIALISASI
4 ,
3 | PERATURAN KEPALA ANRI KEP.01.C PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG 2004 TIDAK BERLAKU
KVECADCIDAN ANDI TALILIN 20NA
TATA KERJA TIM PENILAIAN DAN TATA CARA
44 | PERATURAN KEPALA ANRI KEP. 02 PENILAIAN PRESTAS! KERJA ARSIPARIS 2004 TIDAK BERLAKU
PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENYUSUNAN
45 | PERATURAN KEPALA ANRI KEP. 03 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ANRI 2004 TIDAK BERLAKU
POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN STRATEGI
46 | PERATURAN KEPALA ANRI 01 PEMBANGUNAN BIDANG KEARSIPAN TAHUN 2004- 2005 TIDAK BERLAKU
2009
TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN TINGKAT
47 PERATURAN KEPALA ANRI PER. 02 TUNJANGAN PAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 2005 BERLAKU
LINGKUNGAN ANRI
PENENTUAN TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA
4
8 | PERATURAN KEPALA ANRI PER. 03 KESEHATAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN ANRI 2005 BERLAKU
49 PERATURAN KEPALA ANRI PER. 04 PROGRAM KERJA TAHUNAN ANRI TAHUN 2005 2005 TIDAK BERLAKU
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 03
50 | PERATURAN KEPALA ANRI PER. 05 TAHUN 2003 TENTANG PENYEMPURNAAN 2005 TIDAK BERLAKU
ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN PERLINDUNGAN, PENGAMANAN DAN
1 ,
° PERATURAN KEPALA ANRI 08 PENYELAMATAN DOKUMEN/ARSIP VITAL NEGARA 2005 BERLAKU
PEDOMAN PENATAAN, PENYELAMATAN DAN
o PERATURAN KEPALA ANRI 07 PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP PERIODE KABINET 2005 TIDAK BERLAKU

GOTONG ROYONG DAN KABINET PERSATUAN
NASIONAL




NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
PEDOMAN PENDATAAN, PENATAAN, DAN
53 PERATURAN KEPALA ANRI 08 PENYIMPANAN DOKUMEN/ARSIP PEMILU 2005 TIDAK BERLAKU
54 PERATURAN KEPALA ANRI 09 KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG 2005 TIDAK BERLAKU
KEARSIPAN
55 PERATURAN KEPALA ANRI 10 SE. PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LOGO ARSIP 2005 TIDAK BERLAKU
NASIONAL RI
56 PERATURAN KEPALA ANRI 11 PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG 2005 TIDAK BERLAKU
KEARSIPAN
PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENYUSUNAN DAN
57
PERATURAN KEPALA ANRI 12 PENYAMPAIAN LAPORAN DI LINGKUNGAN ANRI 2005 TIDAK BERLAKU
58 PERATURAN KEPALA ANRI 13 RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN ANRI 2005 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELCAKSANAAN PENICATAN COMBA TERTIB
59 PERATURAN KEPALA ANRI 01 ANRI ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN ANRI 2006 TIDAK BERLAKU
TAHIIN 200A
STANDAR HARGA DAN HONORARIUM TERTINGGI
60
PERATURAN KEPALA ANRI 01.A KEGIATAN JASA KEARSIPAN 2006 TIDAK BERLAKU
61 PERATURAN KEPALA ANRI 02 RENCANA KINERJA TAHUNAN ANRI TAHUN 2006 2006 TIDAK BERLAKU
ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL
62 PERATURAN KEPALA ANRI 03 REPUBLIK INDONESIA 2006 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA TERTIB
63 PERATURAN KEPALA ANRI 01 ARSIP ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN ARSIP 2007 TIDAK BERLAKU
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
RENCANA KINERJA TAHUNAN ARSIP NASIONAL
64 PERATURAN KEPALA ANRI 01.A REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 2007 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA KARYA
65 PERATURAN KEPALA ANRI 02 TULIS KEARSIPAN TAHUN 2007 2007 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN AKREDITASI
66 PERATURAN KEPALA ANRI 02.A DAN SERTIFIKASI BIDANG KEARSIPAN 2007 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN AKREDITASI PENYELENGGARAAN
67 PERATURAN KEPALA ANRI 02.B PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN 2007 TIDAK BERLAKU
68 PERATURAN KEPALA ANRI 02.C PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA DAN UNIT 2007 TIDAK BERLAKU
KEARSIPAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN ANALISIS
69 PERATURAN KEPALA ANRI 03 JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL 2007 TIDAK BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA
70 PERATURAN KEPALA ANRI 03.A LAYANAN PEMANFAATAN ARSIP STATIS 2007 TIDAK BERLAKU
PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KEPALA ANRI,
71 PERATURAN KEPALA ANRI 04 KEPALA BKN, KEPALA BATAN DAN KEPALA 2007 TIDAK BERLAKU
LEMSANEG TTG TIM GABUNGAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT AUDITOR
PERATURAN BERSAMA ANRI DAN BKN TENTANG
72 PERATURAN KEPALA ANRI 05 JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI 2007 TIDAK BERLAKU
NEGERI DAN PEJABAT NEGARA
73 PERATURAN KEPALA ANRI 06 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN 2007 TIDAK BERLAKU

PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS




NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
74 PERATURAN KEPALA ANRI 07 JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN 2007 TIDAK BERLAKU
75 PERATURAN KEPALA ANRI 08 MEKANISME KERJA ARSIPARIS 2007 TIDAK BERLAKU
76 PERATURAN KEPALA ANRI 09 PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA JASA KEARSIPAN 2007 TIDAK BERLAKU
7 PERATURAN KEPALA ANRI 10 PEDOMAN AKREDITASI SISTEM KEARSIPAN DINAMIS 2007 TIDAK BERLAKU

PETUNJUK TEKNIS SUPERVISI/PENGAWASAN
78 PERATURAN KEPALA ANRI 11 PENERAPAN SISTEM KEARSIPAN PADA LEMBAGA 2007 BERLAKU
NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH PUSAT
PETUNJUK PELAKSANAAN MENGENAI MEKANISME
79 PERATURAN KEPALA ANRI 12 PERSETUJUAN JADWAL RETENSI ARSIP LEMBAGA 2007 TIDAK BERLAKU
NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH PUSAT
PETUNJUK PELAKSANAAN MENGENAI MEKANISME
80 PERATURAN KEPALA ANRI 13 PERSETUJUAN JADWAL RETENSI ARSIP 2007 TIDAK BERLAKU
PEMERINTAH DAERAH
PEDOMAN PENYUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP
81 PERATURAN KEPALA ANRI 14 BERDASARKAN FUNGSI 2007 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
8 PERATURAN KEPALA ANRI o1 PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 TIDAK BERLAKU
ANGGARAN 2008
83 PERATURAN KEPALA ANRI 01.A RENCANA KINERJA TAHUNAN ANRI TAHUN 2008 2008 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN PELAKSANAAN ORIENTASI CPNS DI
84
PERATURAN KEPALA ANRI 02 LINGKUNGAN ANRI 2008 TIDAK BERLAKU
STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN JASA
85 PERATURAN KEPALA ANRI 03 KEARSIPAN 2008 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA KARYA
86 PERATURAN KEPALA ANRI 03.A TULIS KEARSIPAN TAHUN 2008 2008 TIDAK BERLAKU
PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN ARSIP
87 PERATURAN KEPALA ANRI 04 NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2008 TIDAK BERLAKU
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI
8 PERATURAN KEPALA ANRI o1 REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2009 TIDAK BERLAKU
INDONESIA
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
8 PERATURAN KEPALA ANRI 0LA PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 TIDAK BERLAKU
ANGGARAN 2009
RENCANA KINERJA TAHUNAN ARSIP NASIONAL
90
PERATURAN KEPALA ANRI 01.B REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 2009 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
91
PERATURAN KEPALA ANRI 1.C PELATIHAN PENYUSUNAN JADWAL RETENS| ARSIP 2009 TIDAK BERLAKU
92 PERATURAN KEPALA ANRI 02 VISIDAN MISI ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2009 TIDAK BERLAKU
INDONESIA
KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI
% PERATURAN KEPALA ANRI 03 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL 2009 BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA
o4 PERATURAN KEPALA ANRI 04 KLASIFIKASI ARSIP DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2009 TIDAK BERLAKU

INDONESIA




NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
95 PERATURAN KEPALA ANRI 4.A PELATIHAN MANAJEMEN ARSIP STATIS 2009 TIDAK BERLAKU
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA NOMOR 04 TAHUN
2008 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN DI
96
PERATURAN KEPALA ANRI 05 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2009 TIDAK BERLAKU
INDONESIA
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROSEDUR
97 PERATURAN KEPALA ANRI 06 TETAP DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2009 TIDAK BERLAKU
INDONESIA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
98 PERATURAN KEPALA ANRI 6.A PELATIHAN MANAJEMEN RECORD CENTER DAN 2009 TIDAK BERLAKU
PENYUSUTAN ARSIP
99 PERATURAN KEPALA ANRI 07 PEDOMAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN 2009 TIDAK BERLAKU
100 PERATURAN KEPALA ANRI 08 PROGRAM ARSIP MASUK DESA 2009 BERLAKU
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
101 PERATURAN KEPALA ANRI 8.A PELATIHAN PROGRAM ARSIP VITAL 2009 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
102 PERATURAN KEPALA ANRI 8.B PELATIHAN TIM PENILAI ARSIPARIS 2009 TIDAK BERLAKU
PERUBAHAN KEPKA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
103 PERATURAN KEPALA ANRI 09 ORGANISAS| DAN TATA KERJA ANRI 2009 TIDAK BERLAKU
104 PERATURAN KEPALA ANRI 09.A ORGANISASI DAN TATA KEE;A BALAI ARSIP TSUNAMI 2009 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
105
PERATURAN KEPALA ANRI 10 FUNGSIONAL ARSIPARIS 2009 BERLAKU
106 PERATURAN KEPALA ANRI 11 PEDOMAN UMUM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI 2009 TIDAK BERLAKU
KEARSIPAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ANRI
107 PERATURAN KEPALA ANRI 11.A TAHUN 2005-2025 2009 BERLAKU
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON
108 PERATURAN KEPALA ANRI 12 KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN 2009 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
109 PERATURAN KEPALA ANRI 12.A PELATIHAN ARSIPARIS 2009 TIDAK BERLAKU
110 PERATURAN KEPALA ANRI 13 HARGA PERKIRAAN SENDIRI 2009 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAH
111
PERATURAN KEPALA ANRI 14 DESA/KELURAHAN 2009 BERLAKU
APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
112 PERATURAN KEPALA ANRI 15 DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN 2009 BERLAKU
STATIS
RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
113 PERATURAN KEPALA ANRI 16 KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMDA PROVINSI DAN 2009 TIDAK BERLAKU
PEMKAB/KOTA
114 PERATURAN KEPALA ANRI 17 PROSEDUR PENETAPAN JRA PEMERINTAH DAERAH 2009 TIDAK BERLAKU

PROVINSI DAN PEMKAB/KOTA




NO

URLT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
PERATURAN BERSAMA KEPALA BKN DAN ANRI
115 | PERATURAN KEPALA ANRI 18 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN 2009 TIDAK BERLAKU
FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA DAN
116 | PERATURAN KEPALA ANRI 19 ANGGARAN ANRI 2009 TIDAK BERLAKU
117 | PERATURAN KEPALA ANRI 01 RENCANA STRATEGIS ANRI TAHUN 2010-2014 2010 TIDAK BERLAKU
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
118 | PERATURAN KEPALA ANRI 02 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2010 TIDAK BERLAKU
INDONESIA
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBN
119 | PERATURAN KEPALA ANRI 03 DADA ANRI TA 2010 2010 TIDAK BERLAKU
120 | PERATURAN KEPALA ANRI 04 DANA DEKONSENTRASI ANRI 2010 2010 TIDAK BERLAKU
121 | PERATURAN KEPALA ANRI 4.A RENCANA KINERJA TAHUNAN 2010 TIDAK BERLAKU
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03
TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
122 | PERATURAN KEPALA ANRI 05 KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2010 TIDAK BERLAKU
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2009
123 | PERATURAN KEPALA ANRI 06 PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ANRI| 2010 TIDAK BERLAKU
HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG YANG
124 | PERATURAN KEPALA ANRI 07 BERLAKU DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL 2010 TIDAK BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA TA 2011
JUKLAK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN
125
PERATURAN KEPALA ANRI 08 NEGARA BUKAN PAJAK PADA ANRI 2010 BERLAKU
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
126 | PERATURAN KEPALA ANRI 09 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYETARAAN 2010 TIDAK BERLAKU
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS JARAK JAUH
127 | PERATURAN KEPALA ANRI 10 RINCIAN BUKTI KERJA ARSIPARIS 2010 TIDAK BERLAKU
MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI
128 | PERATURAN KEPALA ANRI 11 LINGKUNGAN ANRI 2010 TIDAK BERLAKU
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGS| ORGANISASI DI
12!
9 | PERATURAN KEPALA ANRI 12 LINGKUNGAN ANRI 2010 TIDAK BERLAKU
130 | PERATURAN KEPALA ANRI 13 HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ANRI 2010 TIDAK BERLAKU
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL DI
131
3 PERATURAN KEPALA ANRI 14 LINGKUNGAN ANRI 2010 BERLAKU
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
132
3 PERATURAN KEPALA ANRI 01 DEKONSENTRAS! ANRI TAHUN 2011 2011 TIDAK BERLAKU
JUKLAK PENILAIAN LOMBA TERTIB ARSIP ANTAR
133 | PERATURAN KEPALA ANRI 2 UNIT KERJA DI LINGKUNGAN ANRI 2011 TIDAK BERLAKU
134 | PERATURAN KEPALA ANRI 02.A RENCANA KERJA TAHUNAN ANRI TAHUN 2011 2011 TIDAK BERLAKU




NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
PEDOMAN PENILAIAN LOMBA UNIT KEARSIPAN
135
PERATURAN KEPALA ANRI 02.B TELADAN PADA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT 2011 TIDAK BERLAKU
136 PERATURAN KEPALA ANRI 02.C JUKLAK PENGELOLAAN APBN PADA ANRI TA. 2011 2011 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
137 PERATURAN KEPALA ANRI 02.D PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ANRI 2011 BERLAKU
138 PERATURAN KEPALA ANRI 02.E STANDAR KOMPETENSI FUNGSIONAL UMUM 2011 BERLAKU
139 PERATURAN KEPALA ANRI 02.F POLA MUTASI JABATAN DI LINGKUNGAN ANRI 2011 BERLAKU
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
140
PERATURAN KEPALA ANRI 03 ARSIPARIS TELADAN TINGKAT NASIONAL 2011 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN DI
141
PERATURAN KEPALA ANRI 03.A LINGKUNGAN ANRI 2011 BERLAKU
PERUBAHAN ATAS PERKA ANRI NO.06 TAHUN 2010
142 PERATURAN KEPALA ANRI 04 TENTANG PENGGUNAAN PDH DI LINGKUNGAN ANRI 2011 TIDAK BERLAKU
143 PERATURAN KEPALA ANRI 05 JRA SUBSTANTIF ANRI 2011 TIDAK BERLAKU
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA ANRI NOMOR
144 PERATURAN KEPALA ANRI 06 NO.13 TAHUN 2010 TENTANG ANALISIS JABATAN DI 2011 TIDAK BERLAKU
LINGKUNGAN ANRI
GUGUS TUGAS PENGAWASAN PELAKSANAAN
145 PERATURAN KEPALA ANRI 07 PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR DI LINGKUNGAN 2011 BERLAKU
ANRI
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
146 PERATURAN KEPALA ANRI 08 ARSIPARIS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN ANRI 2011 TIDAK BERLAKU
TAHUN 2011
PEMUSNAHAN ARSIP SUBSTANTIF + FASILITATIF
147 PERATURAN KEPALA ANRI 08.A ANRI TAHUN 1961-2001 2011 BERLAKU
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
14
8 PERATURAN KEPALA ANRI 09 LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH TELADAN 2011 TIDAK BERLAKU
PENYELENGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
14
9 PERATURAN KEPALA ANRI 10 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN ANRI 2011 BERLAKU
PEDOMAN PENILAIAN LOMBA UNIT KEARSIPAN
150 PERATURAN KEPALA ANRI 10.A TELADAN PADA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT 2011 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS
151 PERATURAN KEPALA ANRI 11 KINERJA INTERNAL DI LINGKUNGAN ANRIf 2011 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PRODUK
152 PERATURAN KEPALA ANRI 12 HUKUM DI LINGKUNGAN ANRI 2011 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN DI
153
PERATURAN KEPALA ANRI 13 LINGKUNGAN ANRI 2011 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
154
5 PERATURAN KEPALA ANRI 14 KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN ANRI 2011 BERLAKU
PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI,
MONITORING, DAN EVALUASI (KORMONEV) SEBAGAI
155 PERATURAN KEPALA ANRI 15 TINDAK LANJUT INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004 2011 BERLAKU
TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
PETUNJUK PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI
156
PERATURAN KEPALA ANRI 16 LINGKUNGAN ANRI 2011 BERLAKU
157 PERATURAN KEPALA ANRI 17 PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI 2011 BERLAKU

KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS




NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
TATA CARA PEMBUATAN DAFTAR, PEMBERKASAN
158 PERATURAN KEPALA ANRI 18 DAN PELAPORAN SERTA PENYERAHAN ARSIP 2011 TIDAK BERLAKU
TERJAGA
PEDOMAN PENILAIAN KRITERIA DAN JENIS ARSIP
159 PERATURAN KEPALA ANRI 19 YANG MEMILIKI NILAI GUNA SEKUNDER 2011 BERLAKU
160 PERATURAN KEPALA ANRI 20 PEDOMAN AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK 2011 BERLAKU
STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS
161
PERATURAN KEPALA ANRI 21 UNTUK PENYELENGGARAAN SIKN 2011 BERLAKU
162 PERATURAN KEPALA ANRI 22 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SIKN DAN JIKN 2011 BERLAKU
163 PERATURAN KEPALA ANRI 23 PEDOMAN PRESERVASI ARSIP STATIS 2011 BERLAKU
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI
164
PERATURAN KEPALA ANRI 24 LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI 2011 BERLAKU
165 PERATURAN KEPALA ANRI 25 PEDOMAN SERTIFIKASI SDM KEARSIPAN 2011 TIDAK BERLAKU
TATA CARA PENYEDIAAN ARSIP DINAMIS SEBAGAI
166 PERATURAN KEPALA ANRI 26 INFORMAS! PUBLIK 2011 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN PENYUSUNAN SARANA BANTU
167 PERATURAN KEPALA ANRI 27 PENEMUAN KEMBALI ARSIP STATIS 2011 TIDAK BERLAKU
168 PERATURAN KEPALA ANRI 28 PEDOMAN AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS 2011 TIDAK BERLAKU
PENELUSURAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN
169
PERATURAN KEPALA ANRI 29 PENCIPTA ARSIP 2011 BERLAKU
PEDOMAN PENGGUNAAN KERTAS UNTUK
170
PERATURAN KEPALA ANRI 30 ARSIP/DOKUMEN PERMANEN 2011 BERLAKU
171 PERATURAN KEPALA ANRI 31 TATA CARA AKUISISI ARSIP STATIS 2011 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
172 PERATURAN KEPALA ANRI 32 KERJASAMA LUAR NEGERI BIDANG KEARSIPAN DI 2011 BERLAKU
ANRI
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG
173 PERATURAN KEPALA ANRI 33 KEARSIPAN BAGI PERORANGAN 2011 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM
174 PERATURAN KEPALA ANRI 34 NEGERI BIDANG KEARSIPAN DI ANRI 2011 BERLAKU
PENGEMBANGAN PEGAWAI MELALUI PENDIDIKAN
175 PERATURAN KEPALA ANRI 35 FORMAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN ANRI 2011 TIDAK BERLAKU
STANDARDISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN
176 PERATURAN KEPALA ANRI 36 BARANG YANG BERLAKU DI ANRI TAHUN ANGGARAN 2011 TIDAK BERLAKU
2012
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
177 PERATURAN KEPALA ANRI 37 LAPORAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL 2011 BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS
17
8 PERATURAN KEPALA ANRI 38 ELEKTRONIK ANRI 2011 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP
179 PERATURAN KEPALA ANRI 39 AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ANRI 2011 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI
180 PERATURAN KEPALA ANRI 40 KEAMANANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI 2011 TIDAK BERLAKU
LINGKUNGAN ANRI
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA DAN
181
PERATURAN KEPALA ANRI 41 ANGGARAN ANRI 2011 BERLAKU
182 PERATURAN KEPALA ANRI 42 PENEGAKAN DISIPLIN PNS ANRI 2011 TIDAK BERLAKU




NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
183 PERATURAN KEPALA ANRI 43 PETUNJUK PELAKSANAAN WILAYAH BEBAS KORUPSI 2011 BERLAKU
PETUNJUK PENANGANAN PENGADUAN MASYRAKAT
184 PERATURAN KEPALA ANRI 44 DI LINGKUNGAN ANRI 2011 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING DAN
185 PERATURAN KEPALA ANRI 45 EVALUASI PROGRAM REFORMASI DAN BIROKRASI DI 2011 TIDAK BERLAKU
ANRI
186 PERATURAN KEPALA ANRI 46 PETUNJUK PELAKSANg?ﬁﬁéNGAMANAN INTERNAL 2011 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELAMATAN ARSIP
187 PERATURAN KEPALA ANRI 47 VITAL DI LINGKUNGAN ANRI 2011 TIDAK BERLAKU
188 PERATURAN KEPALA ANRI 48 RPJP ANRI TAHUN 2005-2025 2011 BERLAKU
189 PERATURAN KEPALA ANRI 49 KELAS JABATAN DAN NLAI JABATAN 2011 TIDAK BERLAKU
190 PERATURAN KEPALA ANRI 50 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2011 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBN
191 PERATURAN KEPALA ANRI 01 PADA ANRI TA 2012 2012 TIDAK BERLAKU
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
192 PERATURAN KEPALA ANRI 02 DEKONSENTRASI ANRI TAHUN 2012 2012 TIDAK BERLAKU
193 PERATURAN KEPALA ANRI 03 PENGGUNAAN PIN REFORMASI BIROKRASI ANRI 2012 BERLAKU
194 PERATURAN KEPALA ANRI 03.A RENCANA KINERJA TAHUNAN ANRI TAHUN 2012 2012 TIDAK BERLAKU
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI
195 PERATURAN KEPALA ANRI 03.B LINGKUNGAN ANRI 2012 TIDAK BERLAKU
PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS ANRI
1 .
96 PERATURAN KEPALA ANRI 03.C TAHUN 2010-2014 2012 TIDAK BERLAKU
PENYEMPURNAAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
197 PERATURAN KEPALA ANRI 03.D UTAMA DI LINGKUNGAN ANRI 2012 TIDAK BERLAKU
PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS ANRI
198 PERATURAN KEPALA ANRI 03.E TAHUN 2010-2014 2012 TIDAK BERLAKU
STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN
199 PERATURAN KEPALA ANRI 4 BARANG YANG BERLAKU DI ANRI TAHUN ANGGARAN 2012 TIDAK BERLAKU
2013
200 PERATURAN KEPALA ANRI 5 PERATURAN BERSAMA 5 (LIMA) LEMBAGA 2012 BERLAKU
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA ANRI
201 PERATURAN KEPALA ANRI 6 NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN 2012 TIDAK BERLAKU
PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN ANRI
202 PERATURAN KEPALA ANRI 7 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN 2012 TIDAK BERLAKU

KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ANRI




NO

e JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN | STATUS PERATURAN
PERATURAN BERSAMA KEPALA ANRI DAN KEPALA
203 | PERATURAN KEPALA ANRI 8 BKN TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP 2012 TIDAK BERLAKU
KEPEGAWAIAN PNS DAN PEJABAT NEGARA
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET
204 | PERATURAN KEPALA ANRI 9 NShodopenit 2012 BERLAKU
205 | PERATURAN KEPALA ANRI 0 PEDOMAN EVALUASI KINERJA LEMBAGA KEARSIPAN | BERLAKU
DAERAH
206 | PERATURAN KEPALA ANRI 11 PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ANRI 2012 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBN
207 | PERATURAN KEPALA ANRI 12 VAN NARA I drere 2012 TIDAK BERLAKU
208 | PERATURAN KEPALA ANRI 13 VISI DAN MISI ANRI 2012 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM
209 | PERATURAN KEPALA ANRI 14 N Aap e i 2012 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SURAT
210 | PERATURAN KEPALA ANRI 15 o b D 2012 BERLAKU
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN
211
PERATURAN KEPALA ANRI 16 AR 2012 BERLAKU
PEDOMAN PENYERAHAN ARSIP STATIS BAGI
212 | PERATURAN KEPALA ANRI 17 ORGANISASI POLITIK, ORGANISASI 2012 TIDAK BERLAKU
KEMASYARAKATAN, DAN PERSEORANGAN
PEDOMAN PEMBUATAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR
213
PERATURAN KEPALA ANRI 18 PENCARIAN ARSIP (DPA) 2012 BERLAKU
214 | PERATURAN KEPALA ANRI 19 PEDOMAN PENYUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP 2012 BERLAKU
PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT KEARSIPAN PADA
215 | PERATURAN KEPALA ANRI 20 S N A 2012 BERLAKU
PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI
216 | PERATURAN KEPALA ANRI 21 LT AN G o 2012 TIDAK BERLAKU
DESAIN PEMBINAAN KEARSIPAN PADA
217
PERATURAN KEPALA ANRI 22 RGeS 2012 BERLAKU
218 | PERATURAN KEPALA ANRI 23 STANDAR FUNGSI "EM(EQS)A KEARSIPAN DAERAH 2012 TIDAK BERLAKU
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG
219
PERATURAN KEPALA ANRI 24 e e A Koo 2012 BERLAKU
220 | PERATURAN KEPALA ANRI 25 PEDOMAN PEMUSNAHAN ARSIP 2012 TIDAK BERLAKU
TATACARA PENGELULAAN DAN TINDARTANJUT
PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI
221
PERATURAN KEPALA ANRI 26 D KON G AN A REpUBL I 2012 BERLAKU
INNDAONECIA
22 | PERATURAN KEPALA ANRI . PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 2012 BERLAKU

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN ANRI




NO

e JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN | STATUS PERATURAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN STANDARD
223 | PERATURAN KEPALA ANRI 28 OPERATIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI 2012 TIDAK BERLAKU
PEMERINTAHAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN ANALISIS
224
PERATURAN KEPALA ANRI 29 VAN ONA Al 2012 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
225
PERATURAN KEPALA ANRI 30 NS 2012 BERLAKU
226 | PERATURAN KEPALA ANRI 31 KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN ANRI 2012 BERLAKU
227 | PERATURAN KEPALA ANRI 32 PEDOMAN TATA NASK:SR?'NAS DILINGKUNGAN 2012 TIDAK BERLAKU
228 | PERATURAN KEPALA ANRI 33 PEDOMAN PENGURUS:,’\\:RS;URAT DI LINGKUNGAN 2012 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKSES DATA DI
220 | PERATURAN KEPALA ANRI 34 LINGKUNGAN ANRI DALAM RANGKA PEMERIKSAAN 2012 TIDAK BERLAKU
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN
NEGARA
230 | PERATURAN KEPALA ANRI 35 JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN ANRI 2012 TIDAK BERLAKU
231 | PERATURAN KEPALA ANRI 36 JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN ANRI 2012 TIDAK BERLAKU
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON
232 | PERATURAN KEPALA ANRI 37 B N o K AN 2012 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
233
PERATURAN KEPALA ANRI 1 AN 2013 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
234 | PERATURAN KEPALA ANRI 2 e ostivalite 2013 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
2
35 | PERATURAN KEPALA ANRI 3 i Sepitatb ity 2013 BERLAKU
LOGO DAN SLOGAN JARINGAN INFORMASI
236
PERATURAN KEPALA ANRI 4 PN 2013 BERLAKU
PERUBAHAN ATAS PERKA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2012
237 | PERATURAN KEPALA ANRI 5 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN 2013 TIDAK BERLAKU
TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
238 | PERATURAN KEPALA ANRI 6 PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN 2013 BERLAKU




NO

e JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN | STATUS PERATURAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
239 | PERATURAN KEPALA ANRI 6A PELATIHAN PENJENJANGAN ARSIPARIS TINGKAT 2013 TIDAK BERLAKU
TERAMPIL KE ARSIPARIS TINGKAT AHLI
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
240 | PERATURAN KEPALA ANRI 7 AN A 2013 TIDAK BERLAKU
RENCANA KINERJA TAHUNAN ARSIP NASIONAL
241 | PERATURAN KEPALA ANRI 8 L e D ONESIA T AN 2o 2013 TIDAK BERLAKU
STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN
BARANG YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN ARSIP
242
PERATURAN KEPALA ANRI 8A NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN | 2013 TIDAK BERLAKU
2014
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
243 | PERATURAN KEPALA ANRI 8B ARy 2013 BERLAKU
244 | PERATURAN KEPALA ANRI 8cC KODE ETIK PEGAWAI ANRI 2013 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
245 | PERATURAN KEPALA ANRI 9 e L UL I NDONESA 2013 BERLAKU
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON
246 | PERATURAN KEPALA ANRI 10 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP 2013 TIDAK BERLAKU
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KUALIFIKASI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
247 | PERATURAN KEPALA ANRI 10A O o LN OK RGN ANRY 2013 BERLAKU
PELAKSANAAN PROGRAM ARSIP VITAL DI
248 | PERATURAN KEPALA ANRI 11 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2013 TIDAK BERLAKU
INDONESIA
249 | PERATURAN KEPALA ANRI 1A PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG 2013 TIDAK BERLAKU
KEARSIPAN
250 | PERATURAN KEPALA ANRI 118 STANDAR KOMPETENSI ARSIPARIS 2013 TIDAK BERLAKU
251 | PERATURAN KEPALA ANRI 1c TATA CARA PENETAPAN JADWAL RETENSI ARSIP 2013 TIDAK BERLAKU
TATA CARA PENYUSUNAN PEDOMAN RETENSI ARSIP
252
PERATURAN KEPALA ANRI 11D PO 2013 TIDAK BERLAKU
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN PENYERAHAN
2
53 | PERATURAN KEPALA ANRI 11E R o 2013 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBN
254 | PERATURAN KEPALA ANRI 12 PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN| 2013 TIDAK BERLAKU

ANGGARAN 2014




NO
URUT

JENIS

NOMOR

PERIHAL

TAHUN

STATUS PERATURAN

255

PERATURAN KEPALA ANRI

PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI RUGI IKATAN
DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

2014

BERLAKU

256

PERATURAN KEPALA ANRI

1B

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

2014

TIDAK BERLAKU

257

PERATURAN KEPALA ANRI

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

2014

BERLAKU

258

PERATURAN KEPALA ANRI

PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2014

2014

TIDAK BERLAKU

259

PERATURAN KEPALA ANRI

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA TERTIB
ARSIP DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2014

2014

TIDAK BERLAKU

260

PERATURAN KEPALA ANRI

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ARSIPARIS
TELADAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

2014

TIDAK BERLAKU

261

PERATURAN KEPALA ANRI

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2014

BERLAKU

262

PERATURAN KEPALA ANRI

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
URUSAN PENANAMAN MODAL

2014

BERLAKU

263

PERATURAN KEPALA ANRI

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

2014

BERLAKU

264

PERATURAN KEPALA ANRI

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
URUSAN PERINDUSTRIAN

2014

BERLAKU

265

PERATURAN KEPALA ANRI

10

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR
KESEJAHTERAAN URUSAN PENANGGULANGAN
BENCANA

2014

TIDAK BERLAKU

266

PERATURAN KEPALA ANRI

11

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

2014

BERLAKU

267

PERATURAN KEPALA ANRI

12

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM
DAN KEAMANAN URUSAN PERTAHANAN

2014

BERLAKU

268

PERATURAN KEPALA ANRI

13

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

2014

BERLAKU

269

PERATURAN KEPALA ANRI

14

ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

2014

TIDAK BERLAKU

270

PERATURAN BERSAMA

15

FECRATURAN DCROSANVIA SCRRCTARTS JENUCTRAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG

TAVAIAN I IANI~A AN RIEAANA

2014

BERLAKU

271

PERATURAN KEPALA ANRI

16

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT KEARSIPAN DAERAH | DAN
DIREKTORAT KEARSIPAN DAERAH Il

2014

TIDAK BERLAKU




NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
272 PERATURAN KEPALA ANRI 16A PEDOMAN PENGADAAN PNS DI LINGKUNGAN ANRI 2014 TIDAK BERLAKU
STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN
273 PERATURAN KEPALA ANRI 17 BARANG YANG BERLAKU DILINGKUNGAN ANRI 2014 TIDAK BERLAKU
TAHUN 2015
DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM
2 PERATURAN KEPALA ANRI 18 PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN ANRI 2014 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA REVISI
275 PERATURAN KEPALA ANRI 18.A ANGGARAN PADA ANRI 2014 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR KESRA URUSAN
276 PERATURAN KEPALA ANRI 19 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 2014 BERLAKU
ANAK
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
277 PERATURAN KEPALA ANRI 20 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2014 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLHUKAM
278
PERATURAN KEPALA ANRI 21 URUSAN HUKUM 2014 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLHUKAM
279 PERATURAN KEPALA ANRI 22 URUSAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN POLITIK 2014 BERLAKU
LUAR NEGERI
280 PERATURAN KEPALA ANRI 23 PELAKSANAAN DANA DEZI(()?;\‘SENTRAQ ANRITAHUN 2014 TIDAK BERLAKU
281 PERATURAN KEPALA ANRI 24 HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ANRI 2014 BERLAKU
282 PERATURAN KEPALA ANRI 25 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2014 TIDAK BERLAKU
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI
283 PERATURAN KEPALA ANRI 26 LINGKUNGAN ANRI 2014 TIDAK BERLAKU
284 PERATURAN KEPALA ANRI 27 PEDOMAN PENYUSUN:'\II\IRIIAKP DI LINGKUNGAN 2014 BERLAKU
PENGGUNAAN DIGITAL WATERMARK PADA HASIL
285 PERATURAN KEPALA ANRI 28 DIGITALISASI ARSIP VOC DI LINGKUNGAN ANRI 2014 BERLAKU
286 PERATURAN KEPALA ANRI 29 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ANRI 2014 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
287 PERATURAN KEPALA ANRI 1 URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN 2015 BERLAKU
KETRANSMIGRASIAN
288 PERATURAN KEPALA ANRI P PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN 2015 BERLAKU

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN




NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
289
PERATURAN KEPALA ANRI s URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 2015 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR
290
PERATURAN KEPALA ANRI 4 KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN AGAMA 2015 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN,
291 PERATURAN KEPALA ANRI 5 PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAN, PENERPAN, 2015 BERLAKU
SERTA PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR
292 PERATURAN KEPALA ANRI 6 KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PERPUSTAKAAN 2015 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM
293 PERATURAN KEPALA ANRI 7 DAN KEAMANAN URUSAN KEAMANAN DAN 2015 BERLAKU
KETERTIBAN
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM
294 PERATURAN KEPALA ANRI 8 DAN KEAMANAN URUSAN PERBATASAN 2015 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM
295 PERATURAN KEPALA ANRI 9 DAN KEAMANAN URUSAN PENANGGULANGAN 2015 BERLAKU
NARKOTIKA
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR
296 PERATURAN KEPALA ANRI 10 KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PARIWISATA 2015 BERLAKU
DAN EKONOMI KREATIF
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
297
9 PERATURAN KEPALA ANRI 11 URUSAN KEHUTANAN 2015 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR
2
98 PERATURAN KEPALA ANRI 12 KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN SOSIAL 2015 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM
299 PERATURAN KEPALA ANRI 13 DAN KEAMANAN URUSAN PERSANDIAN 2015 BERLAKU
300 PERATURAN KEPALA ANRI 14 TATA CARA PENYUSUNAN PEDOMAN RETENSI ARSIP 2015 BERLAKU
301 PERATURAN KEPALA ANRI 15 PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN STATISTIK 2015 BERLAKU
302 PERATURAN KEPALA ANRI 16 PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PEMERINTAHAN 2015 BERLAKU
DAERAH
303 PERATURAN KEPALA ANRI 17 PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN KESEHATAN 2015 BERLAKU
304 PERATURAN KEPALA ANRI 18 PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PENDIDIKAN 2015 BERLAKU

DAN PELATIHAN




NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
305 PERATURAN KEPALA ANRI 19 PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN KEARSIPAN 2015 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPENDUDUKAN DAN
306 PERATURAN KEPALA ANRI 20 KELUARGA BERENCANA 2015 BERLAKU
PERUBAHAN NOMOR KEDUA PERKA ANRI NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
307 PERATURAN KEPALA ANRI 21 PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI 2015 TIDAK BERLAKU
LINGKUNGAN ANRI
308 PERATURAN KEPALA ANRI 22 TATA CARA PENETAPAN JRA 2015 BERLAKU
309 PERATURAN KEPALA ANRI 23 PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI 2015 BERLAKU
BENCANA
STANDAR HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG
310 PERATURAN KEPALA ANRI 24 ANRI TAHUN 2016 2015 TIDAK BERLAKU
311 PERATURAN KEPALA ANRI 25 PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEARSIPAN 2015 TIDAK BERLAKU
PEDOMAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DI
312 PERATURAN KEPALA ANRI 26 LINGKUNGAN ANRI 2015 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA TERTIB
313 PERATURAN KEPALA ANRI 27 ARSIP DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2015 TIDAK BERLAKU
INDONESIA TAHUN 2015
314 PERATURAN KEPALA ANRI 28 PEDOMAN AKREDITASI KEARSIPAN 2015 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBATASAN
315 PERATURAN KEPALA ANRI 29 PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DI 2015 BERLAKU
LINGKUNGAN ANRI
TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) JABATAN
1
316 PERATURAN KEPALA ANRI 30 FUNGSIONAL ARSIPARIS 2015 TIDAK BERLAKU
317 PERATURAN KEPALA ANRI 31 PEDOMAN PEMBENTUKAN DEPOT ARSIP 2015 BERLAKU
318 PERATURAN KEPALA ANRI 32 SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI 2015 TIDAK BERLAKU




NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
319 PERATURAN KEPALA ANRI 33 KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN ANRI 2015 BERLAKU
320 PERATURAN KEPALA ANRI 34 PEDOMAN PENGURUSAN SURAT DI LINGKUNGAN ANR 2015 BERLAKU
321 PERATURAN KEPALA ANRI 35 TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ANRI 2015 TIDAK BERLAKU
322 PERATURAN KEPALA ANRI 36 IMBALAN PENYERAHAN ARSIP STATIS 2015 BERLAKU

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LKD TELADAN
323 PERATURAN KEPALA ANRI 37 DAN UNIT KEARSIPAN TERBAIK 2015 TIDAK BERLAKU
324 PERATURAN KEPALA ANRI 38 PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN 2015 TIDAK BERLAKU
325 PERATURAN KEPALA ANRI 39 PETUNJUK PELAKSANAAN APBN ANRI 2015 TIDAK BERLAKU
326 PERATURAN KEPALA ANRI 40 RENCANA STRATEGIS ANRI TAHUN 2015-2019 2015 TIDAK BERLAKU
327 PERATURAN KEPALA ANRI 41 PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA 2015 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BADAN USAHA
928 PERATURAN KEPALA ANRI 42 BIDANG PERSEMENAN DAN PERKERETAAPIAN 2015 BERLAKU
PELAKSANAAN PERMENPAN NO 48 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS BIDANG
329 PERATURAN KEPALA ANRI 43 PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL 2015 BERLAKU
ARSIPARIS
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI
330 PERATURAN KEPALA ANRI 44 KERJA PNS DI LINGKUNGAN ANRI 2015 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN KINERJA
1
33 PERATURAN KEPALA ANRI 45 PEGAWAI DI LINGKUNGAN ANRI 2015 BERLAKU
PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU
332 PERATURAN KEPALA ANRI 46 PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA DAN PERANGKAT 2015 BERLAKU
DAERAH
333 PERATURAN KEPALA ANRI a7 JADWAL RETENSI ARSIP ANRI 2015 BERLAKU
PERUBAHAN ATAS PERKA ANRI NO 14 TAHUN 2015
334 PERATURAN KEPALA ANRI 48 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PEDOMAN 2015 BERLAKU
RETENSI ARSIP
335 PERATURAN KEPALA ANRI 49 IEDOMAN PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN ANH 2015 BERLAKU
PETUNJUK TEKNIS PEMBERKASAN ARSIP AKTIF DI
336 PERATURAN KEPALA ANRI 50 CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ANRI 2015 BERLAKU
337 PERATURAN KEPALA ANRI 51 TUGAS BELAJAR DAN lZX\"\IEFLA‘]AR DILINGKUNGAN 2015 BERLAKU
IKU TINGKAT LEMBAGA, UNIT KERJA ESELON | DAN
338 PERATURAN KEPALA ANRI 52 UNIT KERJA ESELON II DI LINGKUNGAN ANRI 2015 BERLAKU
339 PERATURAN KEPALA ANRI 1 PROSES BISNIS LEVEL 0 DAN LEVEL 1 DI 2016 BERLAKU

LINGKUNGAN ANRI




NO

e JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN | STATUS PERATURAN

340 | PERATURAN KEPALA ANRI 2 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI ANRI 2016 TIDAK BERLAKU

PERUBAHAN ATAS PERKA ANRI NO. 3 TAHUN 2013
341 | PERATURAN KEPALA ANRI 3 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR 2016 BERLAKU

PEREKONOMIAN URUSAN PERHUBUNGAN

PERUBAHAN ATAS PERKA ANRI NO. 6 TAHUN 2013

342 | PERATURAN KEPALA ANRI 4 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN 2016 BERLAKU
KEUANGAN
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA JABATAN
313 | PERATURAN KEPALA ANRI 5 v laiiveliisane 2016 BERLAKU
st | PERATURAN KEPALA ANRI . PEDOMAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL 016 BERLAKU
ARSIPARIS
PETUNJUK TERNIS SISTEVM RCASTFTRAST DAN
345 | PERATURAN KEPALA ANRI 7 KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN 2016 BERLAKU
i

PERUBAHAN ATAS PERKA ANRI NO. 28 TAHUN 2015
346 | PERATURAN KEPALA ANRI 8 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI KEARSIPAN 2016 BERLAKU

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN KEPEMUDAAN
347 | PERATURAN KEPALA ANRI 9 A 2016 BERLAKU

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BENCANA,
348 | PERATURAN KEPALA ANRI 10 A A KON OA v 2016 BERLAKU
319 | PERATURAN KEPALA ANRI 11 PEMBENTUKAN PRODL;';;UKUM DILINGKUNGAN 2016 TIDAK BERLAKU
350 | PERATURAN KEPALA ANRI 12 PELAKSANAAN DANA DEZ'B?Q'SENTRAS' ANRITAHUN | 5016 TIDAK BERLAKU
351 | PERATURAN KEPALA ANRI 13 PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PENGADAAN 2016 BERLAKU
PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN KEAPARATURAN
352
PERATURAN KEPALA ANRI 14 AN P A S 2016 BERLAKU
PERUBAHAN ATAS PERKA ANRI NO. 5 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR

w55 | PERATURAN KEPALA ANRI 5 PEREKONOMIAN URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN, |, BERLAKU

PENGEMBANGAN, PENERAPAN
SERTAPENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI




NO
URUT

JENIS

NOMOR

PERIHAL

TAHUN

STATUS PERATURAN

354

PERATURAN KEPALA ANRI

16

PERUBAHAN ATAS PERKA ANRI NO. 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN
KESEHATAN

2016

BERLAKU

355

PERATURAN KEPALA ANRI

17

PERUBAHAN ATAS PERKA ANRI NO. 29 TAHUN 2014
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ANRI

2016

BERLAKU

356

PERATURAN KEPALA ANRI

18

DISIPLIN JAM KERJA DAN CUTI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN ANRI

2016

TIDAK BERLAKU

357

PERATURAN KEPALA ANRI

19

PERUBAHAN ATAS PERKA ANRI NO. 12 TAHUN 2016
TENTANG PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
TAHUN ANGGARAN 2016

2016

TIDAK BERLAKU

358

PERATURAN KEPALA ANRI

20

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN
FUNGSIONAL ARSIPARIS

2016

BERLAKU

359

PERATURAN KEPALA ANRI

21

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESAIN LOGO
ANRI DAN CIPTA KARYA LAGU KEARSIPAN NASIONAL

2016

BERLAKU

360

PERATURAN KEPALA ANRI

22

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ARSIPARIS
TELADAN DAN UNIT PENGOLAH TERBAIK DI
LINGKUNGAN ANRI

2016

BERLAKU

361

PERATURAN KEPALA ANRI

23

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN LEMBAGA KEARSIPAN DAN UNIT
KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL

2016

BERLAKU

362

PERATURAN KEPALA ANRI

24

PERUBAHAN ATAS PERKA ANRI NO. 24 TAHUN 2015
TENTANG SHSPB DI LINGKUNGAN ANRI

2016

TIDAK BERLAKU

363

PERATURAN KEPALA ANRI

25

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEARSIPAN

2016

BERLAKU

364

PERATURAN KEPALA ANRI

26

PEDOMAN KETERBUKAAN ARSIP STATIS UNTUK
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN SERTA PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN

2016

BERLAKU

365

PERATURAN KEPALA ANRI

27

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BADAN USAHA
BIDANG PERBANKAN

2016

BERLAKU

366

PERATURAN KEPALA ANRI

28

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKA ANRI NO. 6 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP
KEUANGAN

2016

BERLAKU

367

PERATURAN KEPALA ANRI

29

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEARSIPAN

2016

BERLAKU




NO

e JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN | STATUS PERATURAN
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
363 | PERATURAN KEPALA ANRI 30 e KA 2016 BERLAKU
369 | PERATURAN KEPALA ANRI 31 PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PEMILU 2016 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA KARYA TULIS
370 | PERATURAN KEPALA ANRI 32 REVRNR NS 2016 BERLAKU
371 | PERATURAN KEPALA ANRI 33 PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LOGO ANRI 2016 BERLAKU
372 | PERATURAN KEPALA ANRI 34 SHSPB DI LINGKUNGAN ANRI TAHUN 2017 2016 TIDAK BERLAKU
373 | PERATURAN KEPALA ANRI 35 PELAKSANAAN DANA DEZ'E?;\'SENTRAS' ANRITAHUN | 5516 TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
374 | PERATURAN KEPALA ANRI 36 APRESIASI KELEMBAGAAN MELALUI LOMBA 2016 BERLAKU
KREATIFITAS DAN APRESIASI KEARSIPAN
375 | PERATURAN KEPALA ANRI 37 PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP 2016 BERLAKU
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ANRI NO. 32
376 | PERATURAN KEPALA ANRI 38 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 2016 BERLAKU
LOMBA KARYA TULIS BIDANG KEARSIPAN
377 | PERATURAN KEPALA ANRI 1 KODE ETIK PEGAWAI ANRI 2017 BERLAKU
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARSIP STATIS
378
PERATURAN KEPALA ANRI 2 folan e 2017 TIDAK BERLAKU
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ANRI
379 | PERATURAN KEPALA ANRI 3 NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA 2017 TIDAK BERLAKU
STRATEGIS ANRI TAHUN 2015-2019
380 | PERATURAN KEPALA ANRI 4 PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL 2017 BERLAKU
ARSIPARIS
w1 | PERATURAN KEPALA ANKI 5 PENILAIAN PRESTAS! KERJA JABATAN FUNGSIONAL | 0 BERLAKU
ARSIPARIS
TATA CARA PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN
382 | PERATURAN KEPALA ANRI 6 e AR A 2017 TIDAK BERLAKU
383_| PERATURAN KEPALA ANRI 7 GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP 2017 BERLAKU
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ANRI
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK
384 | PERATURAN KEPALA ANRI 8 PELAKSANAAN SOSIALISASI KEARSIPAN DAN 2017 BERLAKU
KELEMBAGAAN MELALUI LOMBA KREATIFITAS DAN
APRESIASI KEARSIPAN
385 | PERATURAN KEPALA ANRI 9 PEDOMAN PENYUSUT/’:’Z‘R’TRS'P DILINGKUNGAN 2017 BERLAKU
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ANRI NO. 22
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
386
PERATURAN KEPALA ANRI 10 PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DAN UNIT 2017 BERLAKU
PENGOLAH TERBAIK
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TENAGA
387
PERATURAN KEPALA ANRI 11 Igerlioairhiniearene vt 2017 BERLAKU
38| PERATURAN KEPALA ANRI 12 GRAND DESIGN PEMBINAAN SDM KEARSIPAN 2017 BERLAKU
PERUBAHAN ATAS PERKA ANRI NO. 52 TAHUN 2015
TENTANG IKU TINGKAT LEMBAGA, UNIT KERJA ES. I,
389 | PERATURAN KEPALA ANRI 13 UNIT KERJA ES. Il MANDIRI DI LINGKUNGAN ANRI 2017 BERLAKU
TAHUN 2015-2019
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERKA ANRI NO. 6 TAHUN
39 | PERATURAN KEPALA ANRI 14 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP 2017 BERLAKU

KEUANGAN




NO

A JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN | STATUS PERATURAN
391 | PERATURAN KEPALA ANRI 15 PEDOMAN PENGADAAN CPNS DI LINGKUNGAN ANRI | 2017 BERLAKU
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
392 | PERATURAN KEPALA ANRI 16 BV EL ENGOARA N AR 2017 TIDAK BERLAKU
393 | PERATURAN KEPALA ANRI 17 PEDOMAN AKUNTANSI ANRI 2017 BERLAKU
KRITERIA, PENETAPAN DAN PENYERAHAN ARSIP
394 | PERATURAN KEPALA ANRI 18 TS PERAEORANGAN 2017 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSAAN PENYUSUNAN,
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI STANDAR
395 | PERATURAN KEPALA ANRI 19 N AL PaOSEDUR AT oA 2017 BERLAKU
PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN ANRI
STANDARDISAS| HARGA SATUAN PERNCANAAN
396
PERATURAN KEPALA ANRI 20 B e Al 2017 TIDAK BERLAKU
HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP
397 | PERATURAN KEPALA ANRI 21 v aliohibrbeiniis 2017 BERLAKU
398 | PERATURAN KEPALA ANRI 22 PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN KEPEGAWAIAN 2017 BERLAKU
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA PEJABAT
399 | PERATURAN KEPALA ANRI 23 NS IONAL ARSEATS 2017 BERLAKU
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKA ANRI NOMOR 29
400 PERQE‘;EQ[‘@T@%H@?&NAL 1 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI 2018 BERLAKU
LINGKUNGAN ANRI
PERATURAN ARSIP NASIONAL
401
bciaioivioivars 2 PETUNJUK PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI 2018 BERLAKU
PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
402 PERQE‘;E@B QT&&%E@?&NAL 3 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL 2018 TIDAK BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA;
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
403 PERQE‘;E@B Qﬁ\?é%k‘éé'lgm'— 4 DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI 2018 TIDAK BERLAKU
PENYESUAIAN/INPASSING
PERATURAN ARSIP NASIONAL
404
0 A A Neas 5 PEDOMAN FUMIGASI ARSIP 2018 BERLAKU
PERATURAN ARSIP NASIONAL
4
05 A A Neas 6 PETUNJUK PELAKSANAAN APBN ANRI 2018 BERLAKU
PERATURAN ARSIP NASIONAL
4
06 R 7 TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ANRI 2018 BERLAKU
PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
407 PERQEFJ:EQB ?TE&%E@?&NAL 8 MELALUI MUTASI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL 2018 BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN ARSIP NASIONAL PEDOMAN PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS
408
REPUBLIK INDONESIA ° 2018 BERLAKU
100 |PERATURAN ARSIP NASIONAL 10 PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI 2018 BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUNGAN ANRI
PERATURAN ARSIP NASIONAL
410
REPUBLIK INDONESIA 11 STANDAR PELAYANAN JASA DI LINGKUNGAN ANRII 2018 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN
a1 |PERATURAN ARSIP NASIONAL 12 BARANG/JASA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL 2018 BERLAKU

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA




NO

A JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN | STATUS PERATURAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN
412 REPUBLIK INDONESIA 13 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2018 BERLAKU
PERATURAN ARSIP NASIONAL
413 A A o 14 STANDAR DESKRIPS| ARSIP STATIS 2018 BERLAKU
PERATURAN ARSIP NASIONAL PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PEKERJAAN
a4 REPUBLIK INDONESIA 15 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2018 BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO DI
a5 |PERATURAN ARSIP NASIONAL 16 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2018 BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA
INDONESIA
STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN
416 PERQ;EQ[‘@T@%H@??’\'AL 17 BARANG YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN ARSIP 2018 TIDAK BERLAKU
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
PENCABUTAN PERATURAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018
a7 PERQ;EQ[‘@T@%H@??’\'AL 1 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA 2019 BERLAKU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA,
418 PERQE‘;E@'E‘I Q?NS[')%EQE'&NAL 2 DISIPLIN, DAN CUTI DI LINGKUNGAN ARSIP 2019 BERLAKU
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN
419 PERQE‘;EQ[‘@T@%H@?&NAL 3 PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN ARSIP 2019 BERLAKU
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN ARSIP NASIONAL
420
bciaiorivioivarys 4 PEDOMAN PENILAIAN KERUSAKAN ARSIP KERTAS 2019 BERLAKU
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
a2 PERQ;E@[‘@T,\%%N’;:;’NAL 5 DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI 2019 BERLAKU
PENYESUAIAN/INPASSING
PERATURAN ARSIP NASIONAL
422
A e Neas 6 PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN 2019 BERLAKU
STANDARDISAS| HARGA SATUAN PERENCANAAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL
42
3 A A Neas 7 BARANG TAHUN ANGG:ES:\J 2020 DI LINGKUNGAN 2019 BERLAKU
STANDAR PELAYANAN ARSIP STATIS DI
424 |PERATURAN ARSIP NASIONAL 8 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2019 BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA
INDONESIA
STANDAR PELAYANAN LAYANAN RESTORASI ARSIP
425 PERQE‘;E@BQT@%Z@E'&NAL 9 KELUARGA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL 2019 BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA
STANDAR PELAYANAN DIORAMA SEJARAH
426 PERQE‘;E@’C‘@T@%H’E?&NAL 10 PERJALANAN BANGSA DI LINGKUNGAN ARSIP 2019 BERLAKU
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
STANDAR PELAYANAN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN
427 PERQE‘;EQ[‘@T@%H’E?&NAL 11 INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) DI 2019 BERLAKU
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
PERATURAN ARSIP NASIONAL STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
428 REPUBLIK INDONESIA 12 KEARSIPAN 2019 BERLAKU
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24
429 PERQE‘;E@’C‘@T@%H@?:QNAL 13 TAHUN 2014 TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DI 2019 BERLAKU
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI
430 |PERATURAN ARSIP NASIONAL 14 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2019 BERLAKU
REPUBLIK INDONESIA
INDONESIA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
451 |PERATURAN ARSIP NASIONAL 5 NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI 2010 BERLAKU

REPUBLIK INDONESIA

LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA




NO

URUT JENIS NOMOR PERIHAL TAHUN STATUS PERATURAN
PEDOMAN PENGELOLAAN AKUN SURAT ELEKTRONIK

PERATURAN ARSIP NASIONAL KEDINASAN DAN PENGGUNAAN INTERNET DI

432 REPUBLIK INDONESIA 16 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2019 BERLAKU

INDONESIA

PERATURAN ARSIP NASIONAL PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI

433 REPUBLIK INDONESIA ! LINGKUNGAN ANRI 2020 BERLAKU
PERATURAN ARSIP NASIONAL RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK

434 REPUBLIK INDONESIA 2 INDONESIA TAHUN 2020-2024 2020 BERLAKU
PERATURAN ARSIP NASIONAL

435 REPUBLIK INDONESIA 3 PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ANRI 2020 BERLAKU
PERATURAN ARSIP NASIONAL ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL

436 REPUBLIK INDONESIA N REPUBLIK INDONESIA 2020 BERLAKU
PERATURAN ARSIP NASIONAL ORGANISAS| DAN TATA KERJA BALAI ARSIP STATIS

37 REPUBLIK INDONESIA ° DAN TSUNAMI 2020 BERLAKU

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PERATURAN ARSIP NASIONAL PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
38 6
¢ REPUBLIK INDONESIA LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK 2020 BERLAKU
INDONESIA TAHUN 2020-2024
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
439 PERQ;E@[‘@T;&%NQ?&'\'AL 7 BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN ARSIP 2020 BERLAKU
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN ARSIP NASIONAL ROAD MAP REFORMASI BIROKRAS| ARSIP NASIONAL

440 REPUBLIK INDONESIA 8 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024 2020 BERLAKU

URAIAN FUNGSI DAN MEKANISME KERJA JABATAN
PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS,
441 |PERATURAN ARSIP NASIONAL 10 KOORDINATOR, SUBKOORDINATOR, JABATAN 2020 BERLAKU

REPUBLIK INDONESIA

FUNGSIONAL, SERTA JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA




